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  Seluruh Indonesia
Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Menteri Dalam Negeri menyampaikan penghargaan atas tanggapan positif dari Saudara terhadap upaya peningkatan kualitas aparatur yang telah Saudara laksanakan selama ini, melalui penjabaran Surat Edaran MENDAGRI tanggal 2 Oktober 1989 dan surat MENDAGRI tanggal 24 Maret 1990 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Program Diklat 1990/1991 dan Penyusunan Program 1991/1992.

Sepert diketahui untuk tiga tahun ke depan dalam pelaksanaan PELITA V ini, upaya itu semakin ditingkatkan sehingga akan diperoleh secara konkrit kualitas dan profesionalisme aparatur dalam jajaran Pemerintahan Dalam negeri di Pusat dan di Daerah yang sungguh-sungguh mampu menjawab tantangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam memasuki era tinggal landas PELITA VI dan era pembangunan jangka panjang yang kedua.

Untuk itu, dengan tetap meminta perhatian dan penjabaran terhadap maksud dan materi kedua surat/edaran MENDAGRI tersebut di atas serta kebijaksanaan lainnya dibidang pembinaan aparatur melalui pendidikan dan latihan, maka secara khusus menghadapi pelaksanaan tahun anggaran 1991/1992 yang sebentar lagi akan kita masuki, dipandang perlu meminta perhatian saudara untuk penjabaran tindak lanjut hal-hal  sebagai berikut:

1. Sasaran pembinaan aparatur khususnya Diklat tetap diarahkan pada aparatur DATI II. Pentingnya hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1974 yang memberikan titik berat otonomi di Daerah Tingkat II dan penegasan bapak Presiden RI tanggal 16 Agustus 1990 yang baru lalu yang memberikan peranan yang lebih besar pada Daerah Tingkat II untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Adapun upaya yang ditentukan dan tetap dilanjutkan dalam rangka pembinaan aparatur Daerah Tingkat II terutama diarahkan kepada Pembinaan kepemimpinan wilayah bagi KDH Tingkat II, Camat dan kepala Desa/Lurah, peningkatan kemampuan SEKWILDA, peningkatan kemampuan pejabat struktural  di Tingkat II melalui berbagai pendidikan dan latihan penjenjangan karier dan meningkatkan kemampuan dibidang teknis yang pada tahap pertama setidak-tidaknya dilakukan bagi aparat perencana/BAPPEDA Tingkat II dan aparat pengelola keuangan Daerah.

Khusus bagi aparat perencana di Tingkat II akan diselenggarakan Diklat Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) Tingkat Dasar Januari 1991 yang akan datang pada 4 (empat) Universitas yaitu Universitas Syiahkuala, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan Universitas Hasanuddin, yang diselenggarakan atas kerja sama Overseas Training Office (OTO) BAPPENAS dengan Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri.

2. Dalam hal penyusunan program Diklat agar :

a. Sistem dan mekanisme yang dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Penyusunan Program Diklat yang dipimpin  oleh SEKWILDA Tk I dan SEKWILDA Tk II perlu dilanjutkan dan semakin ditingkatkan. Dalam Tim Koordinasi tersebut agar para Widyaiswara berperan aktif.
b. Lebih mengaktifkan Sekretariat Tim Koordinasi yang ada pada DIKLATPROP masing-masing dalam penganalisaan kebutuhan Diklat yang berkembang setiap tahun.

c. Penyusunan program Diklat 1991/1992 semakin dimantapkan sebagai bagian integrasi dari system dan mekanisme perencanaan pembangunan di Daerah.

d. Untuk maksud tersebut, Daerah-daerah Tk II perlu diarahkan untuk juga mendukung system dan mekanisme penyusunan program Diklat di Daerah Tk II masing-masing terutama dalam pemilihan prioritas Diklat yang sesuai dan menjadi kebutuhan nyata di Daerah.

3. Mengenai Penentuan jenis-jenis Diklat 1991/1992, agar meneruskan penjabaran kebijaksanaan tahun 1990/1991 yang lalu, dengan beberapa perhatian terhadap:

a. Diklat KADER-APDN

1) Memparipurnakan penyelesaian pembinaan Mahasiswa tingkat akhir dengan membina mereka semaksimal dan sebaik mungkin, baik dalam pengajaran dan perkuliahannya maupun dalam pelatihan dan pengasuhannya, sehingga tetap dapat dijamin lulusan kader yang benar-benar diandalkan.
2) Asset APDN, prasarana dan sarananya maupun personalia dan perangkat lunak lainnya yang ada selama ini sudah dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung program dan kegiatan DIKLAT di Daerah. Tidak dibenarkan menggunakan atau mengalihkan penggunaan asset APDN di luar pendidikan dan latihan aparatur/pegawai.
3) Dalam sisa waktu pelaksanaan tugas-tugas di APDN Daerah, para staf pengajar dan tenaga administrasi juga telah diarahkan sesuai Surat MENDAGRI tanggal 4 Oktober 1990 Nomor 893.3/3039/SJ untuk memperoleh kesempatan mengikuti testing diklat penjenjangan karier sesuai pangkat masing-masing dan persyaratan administrative dan akademis lainnya.

4) Bagi  Propinsi-Propinsi Aceh, Riau, Jambi, Lampung, KALBAR, Maluku dan NTB yang dengan Surat meNDAGRI tanggal 23 Maret 1990 Nomor 890/872/SJ telah memfungsikan APDN-nya untuk menangani tugas-tugas Diklat, diminta untuk lebih memantapkan lagi, menyongsong pelaksanaan program DIKLAT tahun 1991/1992 secara penuh, segera setelah perampungan pembinaan Mahasiswanya yang terakhir untuk tahun 1991/1992.

5) Dalam hubungan ini puncak dan pemparipurnaan tugas tersebut tercermin nanti dalam pelaksanaan wisuda APDN Terpusat tahun 1991/1992 (tahun – terakhir) yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 1991 yang akan datang, yang perlu dipersiapkan oleh setiap Propinsi dengan lebih baik lagi.
6) Dalam pada itu bagi Propinsi yang lembaga DIKLAT atau APDN-nya tidak/belum ada, perlu lebih memantapkan lagi persiapan pembentukan lembaga DIKLATPROP-nya guna menyongsong beban tugas yang akan bertambah padat dalam 3 (tiga) tahun terakhir pelaksanaan PELITA V ini dbidang pembinaan dan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur.

b. Diklat Kader IIP

1) Proses penerimaan Mahasiswa baru IIP dan PTN tetap mengacu pada ketentuan tahun 1990/1991 dengan menjaring calon-calon dari berbagai disiplin ilmu dengan rencana waktu pelaksanaan testing pada bulan Mei/Juni 1991. Proses pembinaan mereka lebih titingkatkan dengan pendekatan integral melalui kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, yaitu sebagai konsekuensi penerapan pola dan keterkaitan nyata antara Kader PEMDAGRI dengan IIP sebagai kelanjutannya.
2) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri termasuk STIA-LAN untuk menampung aparatur DEPDAGRI yang akan melanjutkan pendidikannya di luar IIP masih diteruskan melalui proses seleksi/test yang akan dilaksanakan bulan Mei/juni 1991 bersama dengan test IIP.
c. SUSPIMPEMDAGRI

Kerjasama dengan DEPHANKAM/MABES ABRI dalam penyelenggaraan kursus ini akan diteruskan pada tahun 1991/1992 yang akan diprogramkan dalam 2 9dua) angkatan.
Dalam kaitan dengan itu perlu dilakukan persiapan calon-calon peserta sambil membina dan mengarahkan dalam penempatan pada jabatan para alumnus SUSPIMPEMDAGRI sesuai petunjuk yang sudah diberikan serta melaporkan secara teratur hasil-hasil pembinaan tersebut.

4. Diklat Penjenjangan Karier

Meneruskan kebijaksanaan yang sudah ada dengan beberapa arahan sebagai berikut:

a. Dalam hal  penetapan kelompok sasaran, diminta memperhatikan perimbangan antara  alokasi calon peserta SEPADA-SEPALA-SEPADYA dan SESPA, dihubungkan dengan jumlah kelompok sasaran yang berbeda. Yang jelas kelompok sasaran terbesar adalah SEPADA dan secara berjenjang semakin keatas semakin lebih kecil sampai dengan kelompok SESPA yang terkecil. Hal ini didasarkan atas pertimbangan jabatan-jabatan (eselon) yang tersedia untuk setiap jenjang Diklat tersebut.
b. Memprioritaskan calon peserta SEPADA bagi mereka yang bergolongan II/d atau III/a yang relative baru disamping memenuhi persyaratan Eselon V dan usia peserta yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, segera menjaring para Lurah di Daerah yang memenuhi persyaratan di atas untuk diikut sertakan dalam Diklat SEPADA. Masing-masing DATI II mengajukan jumlah peserta SEPADA dan selanjutnya dikoordinasikan oleh PEMDA TK I/DIKLATPROP dalam penyelenggaraannya.
c. Memprioritaskan Diklat SEPALA bagi para Camat yang memenuhi persyaratan dan belum mengikuti Diklat Penjenjangan SEPALA ini, juga dengan tetap mengikuti proses testing. Dalam hal ini mereka sudah mengikuti SUSPIMPEMDAGRI akan diberi nilai bonus dalam pemeriksaan hasil testingnya.

d. Sehubungan dengan kebijaksanaan lebih meningkatkan frekuensi penyelenggaraan SEPADA dan SEPALA ditiap Propinsi dan yang dapat diselenggarakan di DATI II tertentu, maka kecuali para Widyaiswara juga lulusan SEPADYA, SESPA dari masing-masing Propinsi tersebut dapat ditugaskan sebagai Widyaiswara tidak tetap.

e. Memprioritaskan Diklat SEPADYA bagi mereka yang sudah SEPALA dan SUSPIMPEMDAGRI serta dalam pangkat III/d, tanpa mengurangi persyaratan testing, sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dalam kaitan ini, nilai SEPALA dan SUSPIMPEMDAGRI akam memberi nilai bonus pula dalam menentukan kelulusannya.

f. Untuk SESPA, disamping persyaratan umum seperti yang sudah ditetapkan, diprioritaskan bagi mereka yang sudah SEPADYA, golongan IV/a, usia menjelang 45 tahun maksimal 48 tahun, dan diutamakan dalam jabatan SEKWILDA Tk II.

g. Pelaksanaan testing akan dilakukan cukup 2 (dua) kali setahun dengan mengembangkan soal-soal yang ada pada himpunan soal pada Badan DIKLAT, hasil penyaringan soal-soal yang berasal dari setiap Propinsi yang disampaikan kepada Badan DIKLAT melalui DIKLATPROP masing-masing.

h. Peran dan kedudukan atasan langsung dari setiap unit kerja asal calon peserta lebih ditingkatkan, dalam arti tanggung jawab dalam penentuan calon peserta testing dan pengiriman calon peserta DIKLAT Penjenjangan Karier yang dijamin benar-benar potensial, baik dilihat dari segi akademik maupun dari segi disiplin serta sikap dan tingkah laku yang baik.

5. Diklat Tehnis Fungsional 

a. Program Diklat Tehnis Fungsional pada dasarnya tidak harus sama antara Daerah satu dengan Daerah lainnya, oleh karena didasarkan atas kebutuhan nyata dari setiap Daerah.
b. Walaupun demikian ada sejumlah Diklat Tehnis Fungsional yang perlu diprioritaskan sebagai berikut:
1) Diklat PTPD (Perencanaan dan Tata Laksana Pembangunan Daerah), khususnya bagi ± 140 DATI II yang sampai saat ini belum menyelenggarakan. Dalam kaitan ini periksa Surat MENDAGRI kepada pada Gubernur KDH TK I Nomor 890/873/SJ tanggal 24 Maret 1990 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Program Diklat 1990/1991 dan Penyusunan program 1991/1992.
2) Kursus PMS (Project Management System).

Menjaring semua PIMPRO dan calon PIMPRO serta para Kepala Bina Program dari setiap Unit Kerja dengan target penyelesaian pada akhir Pelita V. Pelaksanaannya dapat secara terpadu di Tignkat I dengan peserta dari Tingkat II tetapi juga dapat diselenggarakan dalam bentuk 1 atau 2 kelas khusus pada setiap Daerah Tingkat II yang mempunyai kelompok sasaran yang cukup. Instruktur didatangkan dari DIKLATWIL atau DIKLATPROP ataupun dengan bantuan dari Badan DIKLAT DEPDAGRI.

3) Kursus  MSS (Management Skill Seminar).

Ditujukan bagi pejabat eselon III dan IV dalam rangka peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan di daerah.

Pendekatan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan seperti dengan pelaksanaan PMS.

4) Latihan Pra Jabatan bagi pegawai negeri lulusan Sarjana dan Sarjana Muda.

Khusus bagi Sarjana/Sarjana Muda non APDN/IIP kerjsama dengan jajaran DEP. HANKAM/MABES ABRI di daerah. Mengingat pelaksanaannya, kursus meliputi 3 tahap yakni:
a) Tahap I berupa Latihan Dasar Militer/Bela Negara selama 30 hari.

b) Tahap II berupa pembekalan substantive DEPDAGRI/PEMDA selama 39 hari untuk golongan III dan 46 hari untuk golongan II.

c) Tahap III berupa penataran sebagaimana dilakukan pada LPJ umum selama 21 hari untuk golongan III dan 14 hari untuk golongan II.

Diharapkan agar Pemerintah Daerah menganggarkan penyelenggaraan pelaksanaan paket LPJ dimaksud. Untuk LPJ Tahap III, guna mempercepat dan memperlancar pelaksanaannya maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat sebaiknya dipancarkan lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya penyelenggaraan paket LPJ Tahap II dan III dapat dilakukan dengan modifikasi, untuk menyelenggarakan latihan lapangan pada tingkat Kecamatan.

5) Kursus anggota Badan Pengawas/Direksi BUMD.

Paket kedua sebagai kelanjutan dari paket pertama yang diselenggarakan tahun 1990/1991 di Badan DIKLAT DEPDAGRI bekerjasama dengan LPEM-UI akan diselenggarakan dengan paket yang terdiri dari 5 (lima) angkatan untuk Tahun 1991/1992 dengan menjaring unsur-unsur Anggota Badan Pengawas BUMD di DATI I dan DATI II.
Demikian juga kursus ini akan dikembangkan meliputi pula Direksi BUMD.

6) Kursus bagi para Bupati/Walikotamadya KDH TK II.

Khusus bagi para Bupati/Walikota yang baru atau yang lama tetapi belum sempat mengikuti Kursus yang diselenggarakan di PUSDIKZI Bogor diprogramkan tersendiri untuk tahun 1991/1992.
7) Kursus/Latihan bagi para pejabat Dinas Otonom TK I dan TK II perlu diprogramkan dengan membedakan antara:

a) Yang murni tehnis instansi tersebut oleh Departemen/ Lembaga masing-masing.

b) Sedangkan yang bersifat Administrasi umum dan Manajemen oleh Lembaga DIKLAT DEPDAGRI.

c) Untuk Diklat Penjenjangan karier, baik oleh DIKLAT DEPDAGRI maupun oleh DIKLAT Departemen masing-masing.

8) Kursus untuk Perangkat Kecamatan

a) Kursus Kecamatan terpadu dengan peserta Camat, DANRAMIL, KAPOLSEK dan pembantu Jaksa di Kecamatan.

b) Kursus Camat Perkotaan.

c) Kursus Camat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

9) Kursus bagi Kepala Desa

Khususnya yang baru terpilih lewat PILKADES, setelah selesai dilantik mengikuti:
a) Kursus dibidang Pemerintahan Desa selama 12 hari dalam awal periode enam bulan-pertama.

b) Kursus dibidang Pembangunan Desa selama 12 hari dalam awal periode enam bulan-kedua.

c) Kursus dibidang kemasyarakatan dan sektor-sektor pembangunan tertentu selama 12 hari dalam awal periode enam bulan-ketiga.

10) Latihan untuk pelatih (TOT)

Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat jajaran Widyaiswara dan Instruktur yang mengemban tugas membina DIKLAT dalam aspek pengajarannya.
a) Umum, dengan muatan pemberian kemampuan menjadi fasilitator terhadap peserta dengan penerapan system andragogi.

b) Khusus, yaitu menyangkut mata kuliah/pengajaran tertentu.

11) Pendidikan dan Latihan Luar Negeri

a) Program Pendidikan dan Latihan diLuar Negeri terdiri dari :
(1) Program jangka pendek untuk latihan yang lamanya 1 sampai dengan 6 bulan.

(2) Program jangka panjang untuk pendidikan dan Diploma, Master dan Doktor, yang lamanya 1 sampai dengan 3 tahun.

(3) Seminar, studi perbandingan, orientasi, yang lamanya 1 sampai 4 minggu.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Daerah hendaknya mempersiapkan calon-calon peserta yang memenuhi syarat untuk masing-masing pendidikan.

Setiap Pemerintah Daerah TK I perlu menyediakan dana untuk program DIKLAT luar negeri, terutama untuk biaya persiapan keberangkatan muali dari test bahasa Inggris baik di Daerah maupun di Pusat, pemeriksaan kesehatan, paspor/visa serta bantuan uang saku selama di luar negeri dan bantuan uang saku bagi para calon program S2 dan S3 yang mengikuti Kursus Peningkatan Bahasa Inggris di Jakarta dan lain-lain.

b) Program Kursus Bahasa Inggris yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam penguasaan Bahasa Inggris lisan dan tulisan terdiri dari:
(1) Kursus Bahasa Inggris dilaksanakan di Daerah, baik untuk kepentingan kelancaran komunikasi yang menuntut kemampuan berbahasa Inggris dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu di Daerah, maupun untuk mempersiapkan calon-calon yang akan memperoleh peluang tugas belajar ke luar negeri.

Bagi aparatur yang potensial untuk tugas bejalar ke luar negeri terutama para Sarjana berusia 35 tahun kebawah (khusus untuk program S2 dan S3), dianjurkan untuk diikutsertakan dalam test bahasa Inggris TOEFL atau Aligu pada lembaga-lemabga Bahasa/Perguruan Tinggi Setempat dan hasilnya dikirim ke Badan DIKLAT DEPDAGRI sebagai data untuk pencalonan tugas belajar ke luar negeri sesuai dengan program yang tersedia.

(2) Mempelajari Bahasa Inggris dapat pula diselenggarakan bagi staf PEMDA Tingkat I dan PEMDA Tingkat II di Luar negeri. PEMDA yang bersangkutan dapat menjajaki kemungkinan ini dan memprogramkannya bagi 2-3 orang staf PEMDA yang benar-benar disiapkan kemampuannya dalam Bahasa Inggris.

12) Jenis Diklat Teknik Fungsional lainnya seperti PERATUN, Analisa Jabatan/Kepegawaian , Pengawasan keuangan Daerah/Pendapatan Daerah, Pembangunan Desa, HANSIP, kemampuan dalam bidang penelitian dan berbagai kursus dibidang Administrasi tetap diprogramkan sesuai dengan Ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 893.3/2931/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Diklat Aparatur.

6. Widyaiswara/Akreditasi DIKLAT

a. Seluruh jajaran DIKLAT agar menciptakan iklim yang memungkinkan para pejabat fungsional Widyaiswara di lingkungan Departemen Dalam Negeri terlibat sepenuhnya dalam keseluruhan proses Diklat mulai dari analisa kebutuhan dan perencanaan Diklat dan pelaksanaan serta pengendalian Diklat sampai dengan evaluasi pelaksanaan Diklat dan peserta/alumni.

b. Semua Kepala DIKLAT di lingkungan Departemen Dalam Negeri agar senantiasa menciptakan suasana yang memungkinkan pembinaan Widyaiswara sehingga mampu melaksanakan tugas dan peranannya dalam mendukung kegiatan Diklat.

c. Untuk kemantapan kaitan antara kegiatan Diklat dengan pengembangan karier aparatur maka setiap peserta Diklat yang telah menyelesaikan Diklatnya, diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan latihan (STTPL) yang disiapkan, deregister dan diakreditasikan oleh Badan DIKLAT dan DIKLAT Wilayah/DIKLAT Propinsi yang selanjutnya digunakan untuk menghitung kredit point yang pada waktunya akan dikaitkan dengan promosi jabatan. Tidak dibenarkan setiap instansi/unit kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah mengeluarkan STTPL sendiri.

d. Untuk meningkatkan kualitas para Widyaiswara yang ada di DIKLATPROP masing-masing, hendaknya PEMDA Tingkat I menyediakan biaya untuk mengembangkan kegiatan Widyaiswara dengan indeks biaya Rp. 5.000.000,- per orang per tahun di tiap DIKLATPROP. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana tersebut antara lain adalah penelitian, penulisan materi Diklat, TOT, diskusi-diskusi di dalam dan di luar lingkungan DIKLATPROP, pembelian buku-buku dan lain-lain.

e. Mengingat semakin meningkatnya program Diklat di daerah, perlu dikembangkan Sistem Monitoring Diklat di tiap Propinsi DATI I sebagai upaya menyempurnakan dan mengembangkan program Diklat di masa yang akan datang yang dananya khusus dialokasikan dalam APBD.
7. Peralatan Diklat

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Diklat di Daerah agar diprogramkan pengadaan peralatan Diklat minimal:
a) 3 (tiga) unit Komputer (1 buah PC/AT dan 2 buah PC/XT)

b) 3 (tiga) unit Overhead Projector
c) 3 (tiga) unit Wireless

d) 1 (satu) unit mesin Photo Copy

e) 2 (dua) unit mesin tik Elektronik

f) dan peralatan pendidikan/lathan lainnya.

Khususnya untuk menangani peralatan computer tersebut, perlu diprogramkan Kursus Komputer bagi pegawai DIKLATPROP baik tingkat operator, programmer dan analis, yang didahului dengan aptitude test.
8. Materi DIKLAT

Setiap DIKLATPROP diminta untuk menyusun Modul materi Diklat secara bertahap dengan memprioritaskan materi Diklat Penjenjangan Karier dengan mengkonsultasikannya dengan Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri.
9. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan Diklat regular yang sudah harus dilaksanakan setiap tahun supaya dianggarkan pada Anggaran Rutin, dan kegiatan lainnya tetap dianggarkan pada Anggaran Pembangunan sebagaimana telahdilaksanakan tahun 1990/1991. Penyediaan biaya Diklat dalam APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II untuk tahun 1991/1992, berpedoman pada ketentuan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD seperti halnya dalam tahun 1990/1991 yang lalu dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 Nomor 903/341/PUOD. Pembiayaan Diklat bagi aparatur DATI II, agar APBD Tingkat II menyediakan dana baik untuk Diklat Penjenjangan Karier SEPADA, SEPALA, SEPADYA dan SESPA maupun untuk Diklat Tehnis Fungsional tertentu, seperti LPTPD, PMS, MSS, Pemerintahan Desa/Kelurahan, Latihan Pra Jabatan dan Diklat lainnya. 
Demikianlah untuk perhatian sepenuhnya dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri.
MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI

TEMBUSAN YTH:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Pertahanan dan Keamanan;

5. Ketua Lembaga Administrasi Negara;

6. SEKJEN, IRJEN, para DIRJEN, Kepala Badan dan Staf Ahli dilingkungan DEPDAGRI;

7. WASEKUM Lembaga Pemilihan Umum;

8. Rektor IIP;

9. Para Kepala Biro SEKJEN DEPDAGRI;

10. Para SEKWILDA Tk I;

11. Para Ketua BAPPEDA Tk I;

12. Para Kepala DIKLATWIL dan DIKLATPROP;

13. Para Direktur APDN;

14. Arsip.-
